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ABSTRACT

Thisresearch aimsat describing the response of Muhammadiyahtofe-
male political leadership, especially to the presidency of Megawati
Soekarnoputri asthefifth president of Republic of Indonesia. Insodoing, this
research employs historical method, heuristic, criticsor selection of sources,
interpretation, and historiography. Theresultsof theresearch areasfollows:
(1) whether intermsof organization or itsindividua members, Muhammeadiyah
never opposesfemalepolitical leadership; (2) initsresponseto the presi-
dency of Megawati Soekarnoputri, Muhammadiyah concernsmoreinthe
required qualitiesof apresidential candidate rather than the gender contro-
versy.

Katakunci: Muhammadiyah dan kepemimpinan politik perempuan

PENDAHULUAN

Sgjak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan padatahun 1912 Muhammadiyah
merupakan organisasi 1slam yang berorientasi dan bergerak di bidang sosial,
pendidikan, dan keagamaan. Di samping itu, Muhammadiyah memposisikan diri
sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar, serta
gerakan tajdid. Ketiganya merupakan jati diri dan sekaligus ciri perjuangan
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Muhammeadiyah yang terusdi pertahankan hinggasekarang (Pashadan Darban, 2000:
113).

Mengacu padatigaciri perjuangan Muhammadiyah tersebut, kgjianini lebih
terfokuspadaciri Muhammadiyah sebagai gerakantajdid. Tajdid memiliki makna
yang sebangun dengan kata reformasi, pembaruan, inovasi, restorasi, dan
modernisas. Sebagal gerakantajdid, Muhammadiyah telah melakukan upayayang
serius untuk memperbarui pemahaman kaum Muslim mengenai agamanya,
mencerahkan hati dan pikiran umat dengan caramengenakan kembdi garanIdam
sgjati yang bersumber padaAl Quran dan As Sunnah (Maarif, 1987: 73). Namun
demikian, kgianini jugatidek menafikanduaciri perjuangan Muhammeadiyah lainnya
(Muhammadiyah sebagai gerakan |dam dan gerakan amar ma’ruf nahi munkar).

Salah satu bentuk perhatian (concern) Muhammadiyah sebagai gerakantajdid
ada ah keinginan untuk memajukan kaum perempuan sgak organisad ini didirikan.
K einginan untuk memajukan kaum perempuan di kalangan umat |dam diwujudkan
oleh Muhammadiyah dengan pendirian organisas Aisyiyah sebagal komponen atau
sayap perempuan persyarikatan Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah (NA)
sebagal wadah pembinaan remgaputri 1am.

Berpijak padalatar belakang di atas, penulissangat tertarik untuk mengkai relas
Muhammeadiyah dan kepemimpinan politik perempuan, terutamadengan momentum
naiknyaM egawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia(RI) pada
bulan Juli 2001 menggantikan K.H. AbdurrahmanWahid (GusDur). Megawati addah
perempuan pertamayang berhes | tampil sebagal PresdenRI. Kepemimpinanpalitiknya
dianggap bersfa kontroversa bagi keummudiminIindonesa.

Kgianini penting untuk dilakukan mengingat M uhammeadiyah memiliki tradis
untuk tampil sebagai pionir dalam berbagai perubahan yang terjadi padabangsaini,
bukan hanyadalam persoal an keagamaan sgja melainkan juga merambah pada
persod an sosd-politik. Sebagal contoh keterlibatan Muhammeadiyah dalam gerakan
reformad yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang otoritarian
padabulan Me 1998, terutamamelaui peran yang dimainkan oleh KetuaPimpinan
Pusat (PP) Muhammadiyah padawaktuitu, Dr. H. M. Amien Rais. Tokohini oleh
paramahas swvayang menjadi tulang punggung gerakan reformas diberi gelar ssbagai
“Bapak Reformas”.

Demikian pula, dukungan Muhammadiyah kepadaAmien Raisuntuk maju
menjadi Calon Presiden (Capres) RI berpasangan dengan Siswono Yudohusodo
padaPemilihan Umum (Pemilu) 5 Juli 2004, kendatipun gaga maju padaputaran||
bulan September 2004. Dukungan itu dapat dipandang sebagai bagian dari komitmen
dankontribus Muhammadiyah bagi kelangsungan gerakanreformasi. Dukunganitu
sebagal upayaM uhammadiyah untuk ikut membantu mengatasi krissmultidimens
yang tengah melandabangsalndonesiaini.
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Kgianini bertujuan untuk mengungkap tigamasa ah berikut:
1. konseps Idamtentang kepemimpinan politik perempuan,
2. kasusnaiknyaMegawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, dan
3. respon Muhammadiyah atastampilnyaPresiden M egawati Soekarnopuitri.

Respon Muhammadiyahini direpresentasikan melaui tokoh-tokohnya, karena
tokohini sebagai smbol representas Muhammeadiyah.

METODE PENELITIAN

Pendlitian ini akan ditempuh dengan menggunakan metode sgiarah. Mengikuiti
pendapat Gottschalk (1985: 32), metode sgjarah adal ah proses untuk menguiji dan
mengandisis secarakritisrekaman dan peninggal an masalau yangidentik dengan
sumber sgarah. Ddam menempuh metode sgarah, penulismengikuti empat langkah
pokok yang harusditempuh, yaitu: (1) heuristik atau pengumpulan sumber-sumber
sgjarah yang berisi data-data, (2) kritik atau seleks atas sumber-sumber sgjarah,
(3) interpretad atau penafsiran terhadap fakta-faktasg arah sebagal has| dari langkah
kritik, dan (4) historiografi atau penulisan karya sejarah (Widja, 1988: 19-25;
Kuntowijoyo, 1995: 89-105).

Langkah heurigtik atau pengumpul an sumber-sumber sgjarah dalam pendlitian
ini dilakukan dengan melacak sumber-sumber tertulis (bahan-bahan dokumenter).
Pelacakan terhadap sumber-sumber tertulis difokuskan pada bahan-bahan
dokumenter yang dikel uarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, baik di
Yogyakarta maupun di Jakarta. Bahan-bahan dokumenter itu, misalnya: Surat
K eputusan Muktamar, Surat Keputusan Sidang Tanwir, dan arsip-arsipyang lain.
Sdanitu, dilacak magalah SuaraM uhammadiyah sebagai organ resmi persyarikatan
Muhammeadiyah. Gunamemudahkan dalam mel acak sumber-sumber tertulis, penulis
terlebih dahulu menyigpkan blangko dokumentas untuk mengumpulkan bahan-bahan
dokumenter dan kartu catatan bibliografisuntuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka
yang relevan (Gottschalk, 1985: 53-54).

Langkah kedua, kritik, ditempuh setelah sumber-sumber data dapat
dikumpulkan cukup memadai. Langkah kritik sumber dilakukan untuk memilihdan
memilah sumber-sumber data sgjarah yang penting dan relevan dengan pendlitian
ini. Adaduakategori kritik sumber yang perlu dilakukan dalam pendlitianini, yakni
kritik eksterndanintern. Kritik ekstern dil akukan untuk menguji keedian (otentisitas)
sumber, sementara kritik intern diadakan untuk menguiji tingkat kepercayaan
(kredibilitas) sumber (Kuntowijoyo, 1995: 99).

Setel ah menempuh kritik, penulismel akukanlangkah ketiga, yakni interpretas
dengan caraandissdan sintess. Andis sditempuh dengan caramenjabarkan sebuah
pokok bahasan ke dalam bagian-bagian subpokok bahasan, sedangkan sintesis
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dilakukan dengan caramenyatukan bagian-bagian subpokok bahasan ke dalam
satuan bahasan yang bulat.

Sebagai langkah terakhir, penulis mel akukan historiografi, upayasemacam
rekonstrukd tertulismengena M uhammediyah dan kepemimpinan politik perempuan
yang dianaisisdengan perspektif sgjarah, terutamaaspek kronologi dan kausalitas
(Widja, 1988: 24). Mengacu pada pendapat Kuntowijoyo (1995: 103), historiografi
yang ditempuh penulismdiputi tigabagian pokok, yakni pengantar, hasil pendlitian,
dansmpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsepsi Islam tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

K epemimpinan politik perempuan dalam |lam masih merupakan persoalan
yang kontroversia, dalam arti menimbulkan sikap pro dan kontra. Secaranormeatif
mayoritasulama, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, padaumumnyamenolak
kepemimpinan politik perempuan. Bagi ulamaSunni, syarat utamauntuk menjadi
seorang Khalifah atau K epalaNegarasdain aim, memiliki kapabilitasdan integritas
mord, dari keturunanArab Quraisy, dan haruslaki-laki. Demikian pula, paraulama
Syiah mempersyaratkan keharusan laki-laki dan keturunan ahlul bait Rasulullah
(anak keturunan Fatimah putri Rasulullah danAli ibn Abi Thalib) untuk menduduki
jabatan Imam atau KepalaNegara.

Sedikitnyaadatigadail nagli (Al QuranaauAl Hadits) yang biasanyadijadikan
sebagai landasan bagi kalangan ulama untuk menolak kepemimpinan politik
perempuan. Pertama, Al Quran surah Al Ahzab ayat 33 yang menegaskan bahwa
tempat yang paling cocok bagi kaum perempuan adalah di rumah. Artinya, kaum
perempuan |ebih pasuntuk mengge uti urusan rumah tangga (domestic affairs) dan
bukan beradadi ruang publik (public affairs) seperti menjadi pemimpin politik.

Pandanganini diperkuat ol eh sebuah Hadits yang menyebutkan bahwaAllah
telah menempatkan empat rumah bagi seorang perempuan, yaitu: (1) rahimibu, (2)
rumah orang tuasampai iamenikah, (3) rumah kel uarga bersamasuami dan anak-
anaknya, serta(4) di dalam kubur (Subhan, 2004: 43).

Kedua, Al Quran surahAn Nisaayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka
perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara
diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
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mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-
nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati-
mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan-
nya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar™.

Ketiga, haditsnabi riwayat Abu Bakrah yang menyatakan bahwa Rasulullah
pernah bersabda, yang artinya: “tidak mungkin beruntung (jaya) suatu masya-
rakat yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan” (Sahih
Bukhari). Haditsinilah yang digunakan sebagai rujukan oleh sebagian besar ulama
Salaf (terdahulu) untuk mensyaratkan keharusan memilih laki-laki sebagai kepala
negaraatau pemimpin politik, sekaligus untuk menegaskan haram hukumnyabagi
perempuan untuk menempati kedudukan sebagai kepal anegara atau pemimpin
politik. Sebagal contoh, ImamAl Syaukani ketikamenafsirkan haditsini berpendapat
bahwawanitatidak termasuk kategori ahli dalam hal kepemimpinan sehinggatidak
boleh menjadi kepaanegaraatau pemimpin politik. Al Khattabi menyatakan bahwa
seorang wanitatidak sah menjadi seorang khalifah atau kepalanegara. Al Ghazali
dan Ibnu Hazm mengharuskan laki-laki sebagai syarat menjadi kepalanegaraatau
pemimpin politik (Muhibbin, 1996: 75).

Haditsini memang kerap dipahami secaratekstual tanpamelihat asbab al
wurud-nya. Padaha haditsini bersifat kasuistik dan tidak dapat digenerdisas begitu
sgja. Ibnu Hgar menjelaskan bahwa haditstersebut mel engkapi kisah RgaPersia,
Kisra, yang merobek surat Nabi Muhammad. Bel akangan RgjaKisramati dibunuh
oleh anak laki-lakinya. Berikutnya, anak laki-laki tersebut mati diracun oleh
saudaranya, sampai akhirnyakekuasaan dipegang oleh seorang raja perempuan,
Baruan binti Syiruayahibnu Kisra. Namun, tidak |amakemudian kekuasaanrgja
perempuan tersebut hancur berantakan (Subhan, 2004: 44-45).

Mengenai QSAn Nisaayat 34 di atas, paramufasir modern, menurut [lyas
(2002: 68-69), umumnya berpendapat bahwaayat tersebut hanyaterkait dengan
otoritaskepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, yakni sebagal suami
bagi sang istri dan ayah bagi anak-anaknya, sertabukan dalam konteksjabatan
kepal anegaraatau kepemimpinan politik. Otoritaskepemimpinan laki-laki dalam
kehidupan rumah tanggaterlihat dari kewgjiban suami untuk menasihati, pisah ranjang
dan menjatuhkan sanksi pukulan terhadap istrinya yang melakukan nusyuz
(pembangkangan atau tidak taat dalam perkarayang baik).

Alasanyang dipakai oleh QSAn Nisaayat 34 itu gunamenjawab pertanyaan
mengapalaki-laki menjadi pemimpin dalam kehidupanrumahtangga, idah: (1) karena
kel ebihan yang diberikan oleh Allah kepadalaki-laki, dan (2) karenakewajiban
laki-laki untuk memberi nafkah kepada kel uarganya (istri dan anak-anaknya).
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Menurut Ash Shabuni, seorang ulama Sunni modern, kepemimpinan [aki-laki
dalam urusan rumah tanggabermuladari kelebihanintelektual yang dimiliki oleh
laki-laki, kemampuan laki-laki dalam mengel olarumah tangga, kemampuan mencari
nafkah danmembiaya rumah tangganyal ebih besar dibandingkan dengan perempuan.
Adapun ulama Syiah modern, Thaba thabai, berpendapat bahwal aki-laki memiliki
kelebihan intel ektual dibandingkan dengan perempuan, yang karenakelebihanitu
laki-laki | ebih tabah dan tahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup.
K ebaikannya, kehidupan perempuan |ebih menonjol segi emosionalitasnyayang
dibangun di ataslandasan sifat kelembutan dan kehal usannya(1lyas, 2002: 69).

Bagi kalangan ulamayang menjadikan QSAn Nisaayat 34 sebagai dalil yang
melarang kepemimpinan politik perempuan berpijak padakel ebihanintelektua yang
dimiliki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang lebih menonjol
emodonditasnya

Dengan demikian, baik haditsriwayat Abu Bakrah maupun QSAn Nisaayat
34 harusdipahami sebagai anjuran dan bukan keharusan bahwa kepemimpinan
politik wajib beradadi tangan laki-laki. Secaratekstual kurang tepat keduanya
dijadikan sebagai dalil yang melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik.
Persyaratan yang harusnyaterpenuhi, baik bagi 1aki-laki maupun perempuan yang
Ingintampil menjadi pemimpin politik, terutamaadal ah kapabilitasdan integritas
mora yang harusdimiliki.

Naiknya Megawati Soekarnoputri Menjadi Presiden RI

Megawati Soekarnoputri mulai tampil di panggung politik nasiond sgak tahun
1993 lewat dukungan arus bawah. Ketikaitu diaterpilih sebagai K etua Partai
Demokras Indonesia(PDI) dalam KongresLuar Biasa(KLB) di Surabaya, dan
selanjutnyadikukuhkan dalam Musyawarah Nasiond (Munas) PDI di Jekarta. Dalam
KLB di Surabaya, Megawati mengal ahkan kubu Suryadi yangtelahlamadanmadang
melintang sebagai pengurusPDI.

Megawati merupakan sosok pemimpin politik yang sangat populer. lamewaris
kharismabapaknya, Soekarno, Proklamator dan Presiden RI I, memiliki massa
pendukung yang besar dan fanatik. Perjalanan karir politiknya kaya dengan
pengalaman pahit, seperti kasus27 Juli 1996. M eskipunteahterjadi berbagal upaya
untuk meminggirkannya, namuniatetap eksi sdan bahkan semakin besar pengaruhnya
(Parianom dan Dondy Ariesdianto, ed., 1999: v).

Daam Pemilu 1999, PDI-Pmeraih poss teratasdan menjadi pemenang, disusul
olehPartal Golkar, PK B, PPP, dan PAN. Kendatipun kemenangan PDI-Pmerupakan
kemenangan mayoritas sederhana (hanyasekitar 33 %), namun dalam etikapolitik
berdemokras sudah sewajarnyaapabilaMegawati diberi kesempatan pertamauntuk
dapat tampil sebagai PresidenRI.
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Adalah Amien Rais, KetuaUmum PAN, dan motor utama kekuatan Poros
Tengah (alians parpol 1lam dan berbasismassalslam (PPP, PBB, PK, PAN dan
bel akangan PK B)) yang berhasil mengangkat isu kekhawatiran perpecahan bangsa
jikaMegawati atau Habibieterpilih menjadi presiden. BilaHabibiemenjadi presiden,
makamassa M egawati akan melakukan penolakan. Sebaliknya, bilaMegawati
yang nailk menjadi presiden, makakaukus | ramasukaakan mel akukan perlawanan.
Oleh sebabitu, diperlukan alternatif yang bisaditerimaol eh keduabel ah pihak.
Amien Raiskemudian memunculkan namaK.H. Abdurrahman Wahid (GusDur).
Tokohinilahyangkemudianterpilih sebagai Presden Rl menggantikan Habibiepada
Sidang Umum (SU) M PR bulan Oktober 1999 (SuaraMuhammadiyah, No. 16,
Th. Ke-86, 16-31 Agustus 2001: 37).

K. H. Abdurrahman Wahid (GusDur) terpilih sebagal Presiden Rl pada20 Okto-
ber 1999 tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh Poros Tengah. Terpilih-
nyaGusDur sebaga Presden RI, setel ah memenangkan pemungutan suaramenghadapi
Megawati (GusDur mendapat 373 suara, sementaraMegawati 313 suara), merupakan
puncak keberhas lan kekuatan politik Poros Tengah (Suharsono, 1999: 131).

K epemimpinan Gus Dur yang padaawa nyadihargpkan ol eh kal angan kekuatan
politik 1dam akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat musim
justru malah mengecewakan. Mengacu analisis Gus Nur (2001: 17-24),
kepemimpinan GusDur dinilai penuh dengan rgpor merah karenabersifat inkonssten
(mencla-mencle), cuek, arogan, namun pada saat yang samamengidap ketakutan
yang berlebihan (paranoid), dantidak segan mengeluarkanteror kata-kata(sebagai
fitnah atau fait accompli), serta(ancaman) gerakan massauntuk menghadapi kritik.
Bagi Poros Tengah, terla u riskan dan penuh resiko apabilatetap mempertahankan
GusDur sebagal Presiden Rl ke-4, dalam suasanakrisismultidimens yang belum
dapat diatasi (Suwarno, 2002: 97).

NaiknyaM egawati Soekarnoputri menjadi Presiden Rl menggantikan GusDur
melaui prosesyang unik. Hanyabeberapajam setelah Gus Dur mengel uarkan dekrit
pada 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR, SI MPR pun digelar
dengan agenda utama pemungutan suarauntuk menolak atau menerimadekrit.
AnggotaM PR yang hadir sebanyak 601 orang, 599 orang di antaranyamenolak
dekrit. Mandat yang diberikan oleh M PR kepada Gus Dur ditarik kembdi sehingga
berakhirlah masajabatan GusDur. Megawati secaraotometisnaik menjadi Presiden
karenaposisinyasebaga Wakil Presiden padamassa Presiden gus Dur. Hamzah
Haz kemudianterpilih sebaga Wakil Presiden untuk mendampingi Presden Megawati
(Uchrowi, 2004: 280-281).

Banyak pengamat palitik yang meragukan kemampuan Megaweti Soekarnoputri.
Arief Budiman, misalnya, menganggap bahwadiamnyaMegawati karenadiatidak
tahu persodan. Artinya, kapabilitastokoh tersebut sanget diragukan. Adapun Daniel
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Lev lebih melihat ketergantungan Megawati kepada orang-orang yang beradadi
sekelilingnya. Menurut L ev, kenyataan tersebut selain menunjukkan rendahnya
kapabilitas, tokoh seperti Megawati yang terlalu bergantung padaorang-orang di
sekelilingnyatidak boleh dibiarkan menjadi presiden (Suharsono, 1999: 52).

Pengamat yanglain, seperti Yudi L atief menyebut fenomenatampilnyaMegawati
sebagai “ironi Indonesid’ karenakepemi mpinannyadibangun melaui mitos-mitos
yang tumbuh subur mengdlilinginya. Eep Syaifullah Fattah mengamati kepemimpinan
Megawati sebagal memiliki kecenderungan feoddistik, yang ciri utamanyaMegawati
kian menjauh dari publik dan bukan sebaliknya. Sementaraitu, Arbi Sanit lebih
melihat padapengkultusan yang berlebihan dari parapengikutnyasebagal kelemahan
utamakepemimpinan Megawati (Suharsono, 1999: 52).

Respons Muhammadiyah atas Tampilnya Presiden Megawati Soekarnoputri

Di kdangan parta palitik Idam, PPP dapat dinilai yang paling kerasdan serius
menentang sertamenolak M egawati Soekarnoputri untuk tampil menjadi kandidat
presiden menggantikan Habibie. Alasan yang kerap dipakai oleh paratokoh PPP,
terutama Hamzah Haz dan Zarkasih Noor, adalah karena Megawati seorang
perempuan, sedangkan sebagian besar ulamald ammengharamkan perempuan tampil
sebagal kepalanegara(Suharsono, 1999: 54).

Akan tetapi, PPP pulayang paling tidak konsisten. Padawaktu Presiden Gus
Dur dilengserkan oleh MPR dalam Sidang Istimewa (SI) bulan Juli 2001 dan
kemudian MPR menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden
menggantikan Gus Dur, PPPmenyetujui. Bahkan KetuaUmum PPP, Hamzah Haz,
terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati mela ui tigatahapan voting
dengan mengd ahkan caonlain, seperti Akbar Tanjung, Susilo Bambang Yudhoyono,
Agum Gumear, dan Siswono Yudhohusodo.

Bagai mana pandangan M uhammadiyah mengenai kepemimpinan politik
perempuan, terutamadengan tampilnyaM egawati Soekarnoputri menjadi Presiden
RI sgjak bulan Juli 2001, tampaknyatidak ada kesatuan pandangan di kalangan
paratokohnya. Prof. Drs. Agmuni Abdurrahman, salah seorang tokoh penting
Muhammadiyah yang aktif di Mgjelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Idam,
diberitakan |amengharamkan calon presiden perempuan Sebenarnya pendapat
tersebut berangkat dari pemahaman beliau bahwacal on yang dimaksud (Megawati
Soekarnoputri) memang kurang kapabel dan kredibel.

Tokoh Muhammadiyah lain yang dikenal liberal, Prof. Dr. Azyumardi Azra
(Rektor UniversitasIslam Negeri (UIN) Jakarta), memandang bahwa persoalan
kepemimpinan politik (Khususnya untuk jabatan kepala negara) di Indonesia
sebenarnyatidak perlu mempertentangkan soal gender, tetapi yang lebih penting
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adal ah aspek kualitas. Preseden historisnyadi Indonesiacukup banyak perempuan
yang tampil sebagai pemimpin politik dan kepalanegara. Azra(daam Parianom dan
Dondy Ariedianto, eds., 1999: 113) mencontohkan kasus K esultanan Aceh, di mana
terdapat empat orang perempuan yang tampil menjadi Sultanah di Aceh danmereka
memerintah dalam waktu yang lama(1641-1699 M) sertamendapatkan dukungan
yang cukup dari paraulama. Keempat Sultanah Aceh tersebut adalah:

1. Sultanah S4fi’ atuddin (memerintah 1641-1675),

2. Sultanah Nurul Alam Nagiatuddin Syah (1675-1677),
3. SultanahInayah Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan
4. Sultanah Kama Zainatuddin Syah (1688-1699).

L ebihjauh, Azramenyebutkan bahwadalam kasusempat Sultanah di Aceh
tersebut, paraulamaA ceh tidak terlalu mempersoal kan aspek gender tetapi lebih
mempertimbangkan agpek kudifikas. Syeikh NuruddinAr-Raniry, ulamaAceh paing
terkemukadari abad ke-17 M, dalam kitabnya, Bustanus Salatin, menjelaskan
bahwa setiap penguasa (entah laki-laki ataupun perempuan) harus memenuhi
kudifikas: sfat-gfat yang terpuiji, tingkah laku kebgjikan, mel akukan amar ma’ruf
dan nahi munkar, sertasangat taat kepadaAllah dan komitmen menegakkan syariat
Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. (Azra, dalam Parianom dan Dondy
Ariedianto, eds., 1999: 115).

Yunahar |lyas, sal ah satu tokoh penting Muhammadiyah yang aktif di Mgeis
Tabligh, memiliki pandanganyang sudah sangat maju mengena kepemimpinan politik
perempuan. Menurut Ilyas (2002: 71-72), dapat disimpulkan bahwatidak adasatu
aya pundi ddamAl Quranyang secaraeksplist me arang perempuan tampil menjadi
kepaanegaraatau kepemimpinan publik lainnya. Kepemimpinan publik merupakan
bagian dari gjaran Islam yang luas, dan bukan termasuk ibadah mahdhah.
Sehubungan dengan itu, dalam soal kepemimpinan publik termasuk di dalamnya
kepemimpinan politik, kaidah (hukum figh) yang berlaku adalah * semuanyaboleh
kecudi bilaadaddil yangmearangnyd'.

Daam pandangan Ilyas, menggunakan QSAn Nisaayat 34 sebagai dalil untuk
melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik, kepadanegara, atau pemimpin
publik lainnyatidak tepat. Hal itu karenaayat tersebut secarakhusushanyaberbicara
soa kepemimpinan daam konteksrumah tangga. Di sampingitu, jikadipakai logika
terbalik bahwauntuk memimpin rumah tangga sgjaperempuan tidak mempunyai
hak, apalagi untuk memimpin negara, logikaseperti ini pun tidak dapat diterima
karenabertentangan dengan QSAnNisaayat 71. Ddam ayat ini dinyatakan bahwa
laki-laki dan perempuan beriman (hendaknya) tol ong-menolong dan pimpin-memimpin
dalam mel akukanamar ma’ruf dan nahi munkar. L ogikatersebut jugabertentangan
denganreditassosd yang terjadi padazaman sahabat, misalnyatatkaaistri Nabi,
Aisyah, memimpin perang unta.
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K etua PPM uhammadiyah periode 2000-2005, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif
yang kergp dipanggil BuyaSyafii, merupakan tokoh yang sangat concern danmaahan
mendorong kaum perempuan untuk terjun dan terlibat secara aktif dalam
kepemimpinan palitik. Menurut beliau, dalam kontekskehidupan politik, keberadaan
perempuan tidak mungkin dinafikan bilaingin mencapal peradaban yang manusiawi.
Artinya, dalam sistem dan proses politik yang dibangun khususnyaoleh bangsa
Indonesia, perempuan harus senantiasadilibatkan atau terlibat secarademokratis
(lihat dalam SuaraMuhammadiyah, No. 07, Th. Ke-88, 11-15April 2003: 11).

Menurut Buya Syafii (dalam Suara Muhammadiyah, No. 07, th.ke-88, 1-15
April 2003: 38-39), redlitas sosia-politik yang membuat keberadaan perempuan
terpinggirkan dalam percaturan politik | ebih disebabkan oleh masalah kultura dan
penafdran garan agama(baca 1dam). Yang dimaksud masdah kulturd addahbudaya
patriarkhat yang mash mendominas bangsalndonesa, kendatipun mayoritasmudim.
Adapun dari perspektif agama, prinsip kesetaraan gender didukung sepenuhnya
olehAl Quran, misalnyaQSAt Taubah ayat 71, yang secaragamblang menegaskan
tentang adanyakesetaraan gender dalam ruang lingkup pergaulan yang luas. QSAt
Taubah ayat 71 menegaskan (artinya):

“Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka adalah
penolong terhadap satu sama lain; mereka menyuruh berbuat baik
dan melarang perbuatan jahat; mereka dirikan shalat, bayarkan
zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan mendapat
rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah itu gagah, bijaksana.”

| slam sebetulnya sarat dengan pesan kesetaraan gender dan keadilan bagi
kehidupan umat manusiatanpamemandang perbedaan jeniskelamin. Yang terjadi
selamaini adasemacam kekeliruan dan penafsiran yang terlalu subjektif terhadap
garan agama(ldam) sehinggalebih menguntungkan kaumlaki-laki, dan sebaiknya
merugikan kaum perempuan.

Dalam pandangan Asep Purnama Bahtiar, salah seorang tokoh muda
Muhammeadiyah, keterlibatan politik perempuanyang semakin meningkat di tanah ar
merupakan sebuah tuntutan keniscayaan. Adatigaal asan yang dapat dikemukakan.
Pertama, dilihat dari segi komposis penduduk Indonesiadi manajumlah perempuan
(51%) lebih besar daripadal aki-laki (49 %) sehinggawgar bilaketerlibatan perempuan
dalam politik semakin besar. Kedua, keterlibatan kaum perempuan dalam panggung
politik menjadi bagian atau unsur yang signifikan dari demokrasi.sebab demokras
bersifat inklusif, anti-diskriminasi, dan tidak biasgender. Ketiga, secarahistoris
semangat dan cita-citaperjuangan kemerdekaan di tanah air jugadibangkitkan oleh
kaum perempuan, melaui peran tokoh perempuan seperti Kartini dan Dewi Sartika
(Bahtiar, dalam Suara Muhammadiyah, No. 07 th. K-88, 1-15April 2003: 34).

130 Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7, No. 2, 2006: 121-132



Secarakelembagaan, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tidak pernah
memandang bahwa perempuan haram untuk tampil dalam kepemimpinan publik,
termasuk dalam kepemimpinan politik. Artinya, Muhammadiyah menganut pringp
kesetaraan gender sebagaimana diatur di dalam kitab suci Al Quran. Dengan
demikian, Muhammadiyahtidak pernah menol ak kepemimpinan perempuan, seperti
tampilnyaMegawati Soekarnoputri menjadi Presiden Rl dalam S| MPR bulan Juli
2001 menggantikan Presiden GusDur.

SIMPULAN

Demikianlah dapat dismpulkan bahwaM uhammediyah, baik secaraperorangan
melalui tokoh-tokoh penting organisasi maupun secara kelembagaan tidak
mempersod kan keterlibatan atau tampilnyaperempuan daam kepemimpinan publik,
khususnyakepemimpinan politik. Hal ini dikarenakan dalam corak pemikiran palitik,
Muhammadiyah cenderung bersifat substansidistik, bukan formalitistik ataupun
fundamentalistik. K etika M egawati Soekarnoputri tampil menjadi PresidenRI,
Muhammeadiyah meaui paratokohnyaseperti Agmuni Abdurrahman danAzyumerdi
Azra, tidak mengkritik aspek gender-nya tetapi lebih mempersoalkan aspek
kuditasnya.
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